BAB VIII
PENUTUP
8.1 KESIMPULAN

Sebelum memberikan putusan pada perselisihan hubungan industrial, Majelis hakim
pastilah membuat pertimbangan hukum terlebih dahulu. Pertimbangan hukum yang diberikan
oleh Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting karena pertimbangan
hukum tersebut merupakan dasar dan bagian dari putusan itu sendiri. Pertimbangan-
pertimbangan hukum dilakukan terhadap tiap-tiap bagian perkara dengan tujuan agar putusan
yang dihasilkan mempunyai nilai keobjektifan untuk mengatur segala tindakan atau
perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar.

Pertimbangan Hakim merupakan suatu wujud nyata, pokok pikiran dari “Corong
Undang-Undang” itu sendiri, bagaimana Undang-undang itu dapat menjadi dasar yang jelas
terhadap setiap permasalahan yang sedang diperiksa di Pengadilan. /n Casu, dalam Putusan
Pengadilan Nomor 51/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST Dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 terdapat perbedaan putusan, mengingat para pekerja sempat
melakukan mogok kerja dan hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan namun juga
merugikan pihak ketiga yakni penumpang. Walaupun tidak jelas tertulis dalam undang-
undang tentang boleh tidaknya pegawai yang melakukan mogok kerja di PHK namun hal ini
jelas menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim sehingga mempertimbangkan untuk
tidak memberikan kompensasi uang pesangon.

Selain itu pemikiran dan pertimbangan hakim bahwa PT. Lion Mentari Airlines harus
memberikan ganti rugi berupa Kompensasi kepada para pekerja yang di PHK sesuai masa
kerja masing-masing. Studi kasus ini mengevaluasi mengenai apakah putusan yang diambil
oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Mahkamah Agung yang tidak
memberikan kompensasi Uang Pesangon menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah merupakan putusan yang tepat.

8.2 SARAN

Sebagai saran untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dan
Mahkamah Agung yang mengadili kasus-kasus perselisihan hubungan industrial agar lebih
konsisten dalam menerapkan asas-asas hukum ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan
mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam mengatur PHK dengan alasan kesalahan berat.
Berkaitan dengan permasalahan PHK karena kesalahan berat, pemerintah sebagai pihak

regulator perlu mengevaluasi pengaturan mekanisme PHK terhadap pekerja yang melakukan
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perbuatan kesalahan berat mengingat pada prakteknya terjadi ketidak efektifan pengaturan
mekanismenya. Putusan majelis hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak
terutama putusan di tingkat Mahkamah Agung sehingga majelis hakim dalam memberikan
putusan harus disesuaikan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. sehingga dengan
demikian memberikan keadilan bagi para pihak sesuai dengan teori keadilan yang

dikemukakan oleh para ahli.
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